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Pekerjaan musiman yang terjadi pada lingkungan kerja Pabrik Gula (PG.) 
Tasikmadu dalam rangka panen dan penggilingan tebu tahunan, membutuhkan 
banyak tenaga kerja dalam pelaksanaannya. Untuk menyelesaikan pekerjaan 
tersebut, pihak PG. Tasikmadu telah memperkerjakan pekerja musiman agar target 
produksinya dapat terpenuhi. Hal tersebut telah menimbulkan suatu hubungan 
hukum antara pihak Pengusaha/PG. Tasikmadu dengan pihak Pekerja, guna 
menjamin dan memberikan suatu perlindungan hukum baik bagi Pekerja maupun 
Pengusaha, maka dicantumkanlah suatu ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian 
Kerja Musiman atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang mana telah 
disepakati bersama oleh kedua pihak, berupa Hak dan Kewajiban yang wajib 
dipenuhi, diterima, dan dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh kedua pihak. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Musiman atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang 
terjadi antara Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu, mengetahui pelaksanaan hak dan 
kewajiban bagi pekerja dan juga pengusaha/PG. Tasikmadu yang timbul karena 
diadakannya Perjanjian Kerja Musiman, serta mengenai Penyelesaian perselisihan 
dan tanggung jawab hukumnya. Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan 
Hukum Normatif, sebab penelitian ini meneliti mengenai aspek hukum yaitu aturan 
hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara perusahaan dengan 
pekerja dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Musiman/PKWT. Jenis Penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, yang mana 
memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai tanggung 
jawab hukum antara PG Tasikmadu dengan pekerja dalam pelaksanaan Perjanjian 
Kerja Musiman/PKWT. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebelum terjadinya 
kesepakatan antara Pekerja dengan PG. Tasikmadu, Pekerja diwajibkan untuk 
melengkapi ketentuan dan syarat administrasi yang berlaku, dan setelah itu juga 
diwajibkan mengikuti test interview dan masa training selama 3 bulan atau lebih 
sesuai ketentuan PG. Tasikmadu. Setelah melewati serangkaian test dan masa uji 
coba serta telah dinyatakan lulus, Pekerja selanjutnya akan dihadapkan dengan 
perjanjian kontrak kerja yang dibuat pihak PG. Tasikmadu, yang mana akan 
disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pekerja dan PG. Tasikmadu. Dengan 
disepakatinya Perjanjian Kerja Musiman atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 
(PKWT) oleh kedua belah pihak, maka terjadilah hubungan hukum yang 
menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi 
oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan ketetuan hukum/undang-undang 
yang berlaku. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian terjadi suatu 
kesalahan/pelanggaran oleh para pihak, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya 
suatu hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya, maka pihak tersebut 
harus mempertanggung jawabkan kerugian yang ada atas dasar perbuatan 
Wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata. Sedangkan, bila salah satu 
pihak melakukan perbuatan yang melanggar hukun/peraturan undang-undang 
dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu, maka pihak tersebut harus 
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mempertanggung jawabkan perbuatannya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum 
berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.  
 




Seasonal work that occurs in sugar factory work environment (PG.) Tasikmadu in 
order harvesting and milling, annual cane need a lot of labor. In its implementation, 
to finish the job PG. Tasikmadu has hired seasonal workers that the target 
production could be met. This has given rise to a legal relationship between the 
businessman/PG. Tasikmadu with the workers, tain order to ensure and provide a 
better legal protection for workers and entrepreneurs, so dicantumkanlah provisions 
in a work agreement or seasonal work agreement time (PKWT) which had been 
mutually agreed upon by both parties, in the form of rights and obligations that 
must be met, received and implemented in a responsible manner by both parties. 
This study attempts to find out how it would implement the agreement seasonal 
work or work agreement a certain time (PKWT) happened between the sugar mill 
(PG.) Tasikmadu, know how the rights and obligations for workers and also a 
Owner/PG. Tasikmadu arising because the holding, seasonal employment 
agreement as well as about resolve disputes and the responsibility of the law. This 
study using methods, normative legal approach because this research examines the 
legal aspects of the rule of law relating to legal liability between the company and 
the workers in the seasonal work agreement/PKWT. The kind of research used in 
this research is Descriptive Research, which give a thoroughly and systematically 
about legal liability of PG. Tasikmadu with workers in the implementation of 
seasonal work agreement/PKWT. The research showed that before we agreed 
between workers with PG. Tasikmadu, workers are required to furnish regulations 
and administrative conditions applicable, and after that tests are obliged to follow 
the interview and the training 3 for months or more in line with the PG. Tasikmadu. 
After passing through a series of test and the trial and have passed, workers will be 
faced with the next contract made by PG. Tasikmadu, which will with agreed and 
signed by workers and PG. Tasikmadu. With the signing of the agreement work 
time seasonal work or agreement certain (PKWT) by both parties, it is the legal 
relation that so to the rights and duties are must be implemented with by both 
parties for law ketetuan / the prevailing regulations. In implement the agreement if 
a mistake happens / offense by the parties , so as to cause a non compliance of 
rights and duties are under their responsibility , and parties should be responsible 
for losses on the basis of what is based on article wanprestasi 1243 kuh civil .While 
, if one party undertakes an action that which violating hukun / undang-undang 
regulations in the implementation of work agreement a certain time , and parties 
should be responsible for his work on the basis of an unlawful act based on article 
1365 kuh civil .  
 






Dalam perekonomian Indonesia, Gula memiliki peran yang sangat penting dan 
strategis. Hal tersebut dikarenakan gula merupakan salah satu dari sembilan bahan 
pokok masyarakat Indonesia. Gula berasal dari tanaman Tebu (Saccharum 
Officinarum L.) yang merupakan tanaman C4 yaitu tanaman yang menyimpan hasil 
produksinya dalam batang, yang masuk ke dalam famili Graminae (rumput-
rumputan), dan juga merupakan tanaman parenial (tahunan). Tebu merupakan 
tanaman ekonomis yang penting di daerah tropis dan sub-tropis, memiliki ciri khas 
tanaman yang tegak, batangnya bulat panjang dan berbuku-buku, berakar serabut 
kuat, merupakan tanaman rumput-rumputan, dan termasuk tanaman parenial 
(Fageria, 2011). 
Dalam melaksanakan seluruh proses produksi gula pasir, Pabrik Gula (P.G.) 
Tasikmadu yang melakukan kegiatan produksi dari bahan baku yang berasal dari 
tanaman tebu, dimana tebu tersebut akan melalui beberapa proses sebelum 
akhirnya menjadi Gula Pasir, harus membutuhkan tenaga kerja/buruh dalam jumlah 
yang besar. Karena sifat tanaman tebu yang musiman, sehingga pemanenan dan 
penggilingan tebu hanya dapat dilakukan setahun sekali. Dan akibat dari hal 
tersebut pekerja yang melakukan perkerjaan sering disebut dengan istilah Pekerja 
Musiman atau yang kita juga kenal sebagai Pekerja Waktu Tertentu. Pabrik Gula 
(PG.) Tasikmadu sendiri merupakan salah satu Unit Kerja milik PT. Perkebunan 
Nusantara IX Persero yang beralamatkan di Jalan Tasikmadu-Kebakkramat, 
Nglano Wetan, Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa 
Tengah. 
Maka untuk menjalin suatu Hubungan Kerja yang baik antara pihak Pabrik 
Gula (PG.) Tasikmadu dengan para pekerja/buruh maka diperlukan adanya suatu 
perjanjian tertulis yang memuat mengenai hak dan kewajian serta perlindungan 
hukum yang diterima oleh pekerja/buruh dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. 
Dalam hal masalah Hubungan Kerja, maka tidak akan lepas mengenai Perjanjian 
Kerja. Menurut Prof. Subekti, Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana 
seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 
untuk melaksanakan sesuatu hal (Subekti, 2005). Pengertian Perjanjian Kerja telah 
diterangkan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang 
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Ketenagakerjaan yang bunyinya sebagai berikut, “perjanjian antara pekerja/buruh 
dengan pengusaha atau pemberi kerja yang mempunyai syarat-syarat kerja, hak, 
dan kewajiban para pihak”. Dalam Ketentuan Pasal 1601 huruf a KUH Perdata 
juga menjelaskan mengenai Perjanjian Kerja, yang berbunyi, “suatu perjanjian 
dimana pihak yang satu si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya 
pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu, melakukan perjanjian 
dengan upah”. 
Masih banyaknya masalah yang menyangkut kesejahteraan pekerja/buruh, 
seperti masalah pengupahan, jaminan kesehatan kerja yang belum memadai, 
perlindungan kerja yang tidak memadai, kesenjangan upah tenaga kerja, dan 
berbagai masalah kesejahteraan buruh yang lain dalam hubungan kerja khususnya 
yang ada pada Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu masih menjadi masalah yang harus 
diperhatikan secara serius. Pekerja/buruh memiliki hak untuk mendapatkan 
pengupahan/imbalan yang sesuai dan pantas dengan pekerjaan yang telah 
dilakukan dalam menjalin suatu hubungan kerja, yang harus dipenuhi oleh pihak 
pengusaha. Di lain pihak, hak bagi pengusaha juga harus dipenuhi oleh pihak 
pekerja / buruh untuk menjalankan kewajibannya dalam melakukan pekerjaan 
musiman seperti yang telah ditentukan oleh pihak pengusaha tebu. Jika salah satu 
pihak tidak mau menjalankan kewajibannya, maka ia harus bertanggung jawab atas 
dasar Wanprestasi. Namun, dalam hal jika salah satu pihak melanggar peraturan-
peraturan yang telah ditentukan dan disepakati, maka ia harus bertanggung jawab 
atas dasar Perbuatan Melawan Hukum serta harus mengganti kerugian yang timbul 
sesuai dengan hukum yang berlaku. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan Rumusan Masalah 
antara lain, 1) Bagaimana proses Perjanjian Kerja Musiman/PKWT yang terjadi 
antara PG. Tasikmadu dan Karyawan dalam pelaksanaan Panen dan Penggilingan 
Tebu. 2) Bagaimana Pengaturan serta Hak dan Kewajiban antara PG. Tasikmadu 
dan Karyawan/Pekerja  dalam pelaksanaan Panen dan Penggilingan Tebu. 3) 
Bagaimana Tanggung Jawab Hukum apabila salah satu pihak  melakukan 
kesalahan / terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Panen dan Penggilingan Tebu. 
Tujuan dari Penelitian yang ingin dicapai antara lain adalah, 1) Untuk 
mengetahui bagaimanakah proses perjanjian kerja musiman/PKWT antara Pabrik 
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Gula (PG.) Tasikmadu dengan Karyawan/Pekerja dalam rangka pelaksanaan Panen 
dan Penggilingan tebu. 2) Untuk mengetahui apa saja Peraturan serta Hak dan 
Kewajiban bagi Para Pihak, yaitu Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu dan 
Karyawan/Pekerja dalam Pelaksanaan Panen dan Penggilingan tebu. 3) Untuk 
mengetahui penyelesaian perselisihan yang dilakukan bilamana terjadi perselisihan 
antara PG. Tasikmadu dan Karyawan/Pekerja dalam pelaksanakan Panen dan 
Penggilingan tebu, serta pertanggung jawaban hukumnya. 
Adapun manfaat terhadap penelitian ini berupa, 1) Bagi Penulis Penelitian 
ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai ilmu 
hukum beserta penerapannya dalam masyarakat khususnya hukum ketenagakerjaan 
dalam hal perjanjian kerja musiman/PKWT, juga dapat dijadikan sebagai bekal 
bagi penulis dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ketenagakerjaan ketika 
terjun di dalam dunia kerja kelak. 2) Bagi Masyarakat, dari penelitian ini 
diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat dan juga 
diharapkan mampu meningkatkan peran serta masyarakat dalam membantu 
memecahkan masalah yang berkaitan dengan perjanjian kerja musian / PKWT. 3) 
Bagi Ilmu Hukum, dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan 
pemikiran dan solusi dalam pengembangan ilmu hukum di bidang hukum 
ketenagakerjaan yang berkaitan dengan perjanjian kerja musiman / PKWT. 
 
2. METODE 
Metode Pendekatan yang digunakan adalah Penelitian hukum dengan Pendekatan 
Normatif, karena penelitian ini meneliti mengenai aspek hukum yaitu aturan 
hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara perusahaan dengan 
pekerja dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Musiman/PKWT.  
Jenis Penelitian ini bersifat Deskriptif, yang tujuannya untuk 
menggambarkan bermacam gejala dan fakta-fakta yang terdapat pada kehidupan 
sosial secara mendalam, serta memberikan gambaran yang menyeluruh dan 
sistematis mengenai tanggung jawab hukum antara PG Tasikmadu dengan pekerja 
dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Musiman/PKWT. 
Jenis dan Data Penelitian diperoleh dari, A) Penelitian Kepustakaan, yang 
dilakukan agar memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-
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dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil 
penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-
undangan (Bahan Pustaka) (Ali, 2016). Data sekunder yang diperoleh melalui 
bahan pustaka yaitu Bahan Hukum Primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 
Ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik 
Indonesia Nomor KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan pelaksanaan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, kemudian Bahan Hukum Sekunder yang berasal 
dari buku-buku, jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil-hasil karya ilmiah para 
sarjana atau pendapat para sarjana yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum 
perusahan dengan pekerja dalam melakukan pekerjaan kontrak. Kemudian terdapat 
pula Bahan Hukum Tersier yang diperoleh dari kamus hukum dan bahan pustaka 
lain. B) Penelitian Lapangan, yang mana dilakukan untuk memperoleh Data 
Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui 
wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen yang kemudian 
diolah oleh peneliti (Saebani, 2009). Penelitian lapangan dilakukan di Pabrik Gula 
(PG.) Tasikmadu Sondokoro yang terletak di Jalan Tasikmadu-Kebakkramat, 
Ngelano Wetan, Ngijo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa 
Tengah. dengan subjek penelitiannya adalah Staff bagian SDM (Sumber Daya 
Manusia), dan pihak Serikat Pekerja di PG. Tasikmadu. 
Kemudian metode pengumpulan data meliputi: Studi Kepustakaan, 
Penelitian Lapangan berupa Wawancara. Selanjutnya Metode Analisis Data 
penelitian menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Proses Perjanjian Kerja Antara Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar Dengan Pekerja Pada Pelaksanaan Pekerjaan Musiman 
Dalam Rangka Panen Dan Penggilingan Tebu 
Sebelum terjadinya kesepakatan dalam pelaksanaan perjanjian musiman atau 
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), terdapat beberapa syarat admnisitrasi dan 
ketentuan yang telah ditentukan oleh Pengusaha/PG. Tasikmadu Kabupaten 
Karanganyar yang harus diharus dipenuhi dan dilengkapi oleh calon pekerja. 
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Adapun syarat administrasi dan ketentuan yang harus dilengkapi oleh pekerja 
antara lain: lembar lamaran kerja, lembar daftar riwayat hidup, lembar 
ijazah/riwayat pedidikan, fotocopy kartu tanda penduduk, pas photo 3x4, dan 
dokumen-dokumen lain yang dikehendaki oleh pihak pg. Tasikmadu. 
Kemudian, terdapat syarat hukum yang dijadikan sebagai dasar/pedoman 
dalam melaksanakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang terdapat dalam 
pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 
yaitu: kesepakatan kedua belah pihak; kemampuan atau kecakapan melakukan 
perbuatan hukum; adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang 
diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan 
peraturan perundang undangan yang berlaku. 
Apabila ketentuan, syarat administrasi, maupun syarat hukum telah terpenuhi 
selanjutnya pekerja diwajibkan mengikuti beberapa serangkaian tahapan test, 
berupa tahap test interview dan tahap uji coba kerja/masa training selama 3 bulan 
atau lebih dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dari pihak 
PG. Tasikmadu. 
Apabila dalam tahap interview/wawancara dan dalam masa uji coba/training 
telah selesai dilalui, maka selanjutnya pihak PG Tasikmadu akan mengevaluasi 
serta melakukan penilaian akhir dari serangkaian test yang telah dilalui oleh calon 
pekerja tersebut, guna memutuskan apakah calon pekerja yang bersangkutan layak 
atau tidak untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh pihak PG 
Tasikmadu. Hasil dari evaluasi dan penilaian akhir tersebut akan menjadi acuan 
dan tolok ukur pihak PG Tasikmadu untuk memutuskan calon pekerja mana yang 
layak untuk masuk/lolos dan akan dipekerjakan di PG Tasikmadu. 
Selanjutnya calon pekerja yang telah dinyatakan lolos tersebut akan 
dihadapakan dengan perjanjian kontrak kerja dalam bentuk tertulis yang telah 
dibuat oleh PG. Tasikmadu. Setelah calon pekerja memahami dan sepakat dengan 
isi surat perjanjian kontrak kerja yang telah dibuat oleh PG. Tasikmadu, maka 
selanjutnya Pekerja bersama-sama dengan pihak PG. Tasikmadu yang diwakili 
oleh Manager PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) IX Unit Kerja Pabrik Gula (PG.) 
Tasikmadu menandatangani surat perjanjian kontrak kerja tersebut. Dengan hal 
tersebut pekerja dianggap telah menyepakati dan menerima segala ketentuan yang 
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diberikan dan berkewajiban melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan, serta 
secara resmi telah menjadi pekerja waktu tertentu/musiman di PG. Tasikmadu, 
Kabupaten Karanganyar. 
3.2 Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Dalam Pelaksanaan Pekerjaan 
Waktu Tertentu/Musiman Antara Pabrik Gula (PG.) Tasikmadu 
Kabupaten Karanganyar Dengan Pekerja 
Dalam mengadakan Perjanjian Kerja Musiman atau Perjanjian Kerja Waktu 
Tertentu (PKWT) harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang tercantum 
dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, mengenai syarat-
syaratnya meliputi: kesepakatan kedua belah pihak; kemampuan atau kecakapan 
melakukan perbuatan hukum; adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan 
yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan 
peraturan perundang undangan yang berlaku. 
Kedua belah pihak baik Pekerja maupun Pengusaha/PG. Tasikmadu yang 
merupakan subjek hukum haruslah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian kerja 
berdasarkan pasal 52 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003. Setelah syarat sahnya suatu 
perjanjian terpenuhi, kemudian kedua belah pihak akan menyepakati perjanjian 
kerja/kontrak kerja yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja/kontrak 
kerja tersebut, adanya suatu kesepakatan dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1320 
Ayat a KUH Perdata. Kemudian akibat dari diadakannya perjanjian kerja waktu 
tertentu (PKWT) tersebut, terjadilah suatu hubungan hukum sesuai dengan apa 
yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, yang mana hubungan hukum itu 
menimbulkan hak dan kewajiban yang terdapat di dalam perjanjian kerja waktu 
tertentu (PKWT) yang menjadi pedoman para pihak untuk melaksanakan perjanjian 
kerja serta semua syarat dan  ketentuan yang ada dalam surat perjanjian kerja yang 
telah disepakati harus dilaksanakan oleh Pekerja dan PG. Tasikmadu. Mengenai 
Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja musiman atau perjanjian 
kerja waktu tertentu (PKWT) antara PG. Tasikmadu dan Pekerja diatur dalam 
Ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 
Selanjutnya adapun Kewajiban dari Pengusaha/PG. Tasikmadu antara lain : 
1) Pengusaha / PG. Tasikmadu berkewajiban memberikan Upah Kerja dan Upah 
Kerja Lembur kepada Pekerja. 2) Pengusaha / PG. Tasikmadu berkewajiban 
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memberikan Santunan Sosial dan Jaminan Sosial kepada Pekerja. Sedangkan, Hak 
dari Pengusaha/PG. Tasikmadu antara lain : 1) Pengusaha/PG. Tasikmadu memiliki 
hak untuk mempekerjakan Pekerja selama Masa Kerja belangsung. 2) 
Pengusaha/PG. Tasikmadu memiliki hak untuk melakukan Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) apabila Pekerja melakukan Pelanggaran Kerja. 3) Pengusaha / PG. 
Tasikmadu memiliki hak untuk memindah tugaskan Pekerja sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan. 
Kemudian Kewajiban Pekerja yang harus dilaksanakan antara lain : 1) 
Pekerja berkewajiban untuk melakukan pekerjaan pada PG. Tasikmadu sesuai 
dengan apa yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja. 2) Pekerja 
berkewajiban melaksanakan dan mentaati segala Peraturan dan Tata Tertib yang 
berlaku di PG. Tasikmadu. Sedangkan, Hak yang akan diterima Pekerja antara lain: 
1) Pekerja memiliki hak atas Upah/Gaji yang diberikan oleh Pengusaha/PG. 
Tasikmadu. 2) Pekerja memiliki hak untuk menerima Santunan Sosial dan Jaminan 
Sosial yang diberikan oleh Pengusaha / PG. Tasikmadu. 3) Pekerja memiliki hak 
untuk mendapatkan Ijin Meninggalkan Pekerjaan karena alasan-alasan tertentu 
yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja. 4) Pekerja memiliki hak untuk 
menyatakan Aspirasi, Pendapat, dan Keluhannya kepada Pengusaha/PG. 
Tasikmadu. 
3.3 Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Perselisihan Antara PT Djitoe 
Indonesian Tobacco Coy Solo Dengan Pekerja Serta Tanggung Jawab 
Hukumnya Dalam Melaksanakan Pekerjaan Sistem Kontrak. 
3.3.1 Penyelesaian Sengketa Bila Terjadi Perselisihan Antara PT Djitoe 
Indonesian Tobacco Coy Solo Dengan Pekerja. 
Terjadinya suatu perselisihan dalam hubungan industrial antara Pengusaha dengan 
Pekerja memang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri, guna untuk 
menyelesaikan perselisihan tersebut pengusaha dan pekerja dapat menempuh 
beberapa upaya yang dapat mereka lakukan, diantaranya yaitu melalui perundingan 
atau musyawarah secara Bipartit, melalui Mediasi, melalui Konsoliasi, ataupun 
melalui penyelesaian dengan peradilan hubungan industrial. 
Upaya awal yang dapat dilakukan guna menyelesaikan perselisihan yang 
terjadi antara Pengusaha dengan Pekerja, yaitu melalui upaya musyawarah atau 
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perundingan secara Bipartit, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial. Namun, apabila musyawarah atau perundingan tersebut gagal dan tidak 
mencapai suatu kesepakatan bersama, upaya selanjutnya yang dapat ditempuh para 
pihak adalah melalui Mediasi maupun Konsiliasi yang mana dalam penyelesaian 
ini terdapat pihak ketiga yang menjadi penengah dan membantu para pihak yang 
berselisih untuk mencapai suatu kesepakatan bersama serta menyelesaikan 
perselisihan yang terjadi antara keduanya. Biasanya dalam proses ini Pihak Ketiga 
merupakan pihak dari Dinas Ketenagakerjaan terkait yang menjadi penengah atau 
Mediator bagi para pihak dalam menentukan penyelesaian untuk mencapai suatu 
kesepakatan. Apabila upaya-upaya yang telah disebutkan tersebut tidak ada satupun 
yang dapat mencapai kesepakatan, maka pilihannya adalah menyelesaikan 
perselisihan tersebut melalui jalur litigasi, yang mana salah satu pihak dapat 
mengajukan permohonan ke BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) untuk 
menyelesaikan permasalahan tersebut melalui sidang arbitrase. Selain melalui 
BANI, salah satu pihak dapat juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan 
Industrial untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi melalui peradilan 
hubungan industrial sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
Dalam praktiknya di lapangan, PG. Tasikmadu selalu mengedepankan dan  
mengutamakan  perundingan atau musyawarah dengan pekerja yang bersangkutan 
untuk menyelesaikan perselisihannya melalui perundingan bipartit. Perundingan ini 
dilakukan dengan mengundang perwakilan pekerja untuk berunding bersama 
dengan pihak pengusaha yang dalam hal ini adalah PG. Tasikmadu untuk mencari 
solusi serta kesepakatan yang baik bagi kedua pihak. 
3.3.2 Tanggung Jawab Hukum Bila Terjadi Sengketa Antara PT Djitoe 
Indonesian Tobacco Coy Solo Dengan Pekerja. 
Kesalahan dan pelanggaran yang pada akhirnya berujung pada timbulnya 
perselisihan antara pihak pengusaha / PG. Tasikmadu dengan pihak pekerja, 
dibedakan menjadi kesalahan yang berupa Wanprestasi dan kesalahan yang 
merupakan Perbuatan Melawan Hukum.  
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Kesalahan-kesalahan yang  berdasarkan atas Perbuatan Wanprestasi yang 
mungkin dilakukan oleh Pekerja, misalnya seperti Pekerja tidak mengerjakan 
pekerjaan yang menjadi kewajibannya / bolos kerja tanpa keterangan, Pekerja 
sering datang terlambat, jumlah absensi kerja yang tidak sesuai dengan apa yang 
diperjanjikan, tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya sesuai 
denan apa yang telah disepakati dalam perjanjian kerja, maka pekerja dapat 
dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya berdasarkan Perbuatan 
Wanprestasi sesuai yang tercantum dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Sedangkan, 
apabila kesalahan atas dasar Perbuatan Wanprestasi dilakukan oleh Pengusaha/PG. 
Tasikmadu, misalnya seperti Pengusaha/PG. Tasikmadu tidak membayarkan 
Gaji/Upah sesuai dengan yang diperjanjikan, Pengusaha/PG. Tasikmadu terlambat 
melakukan pembayaran Gaji/Upah dari jadwal yang telah ditentukan kepada para 
Pekerjanya, Pengusaha/PG. Tasikmadu yang tidak membayarkan Gaji/Upah 
Lembur yang telah dilaksanakan pekerja, dan kesalahan lain yang menyalahi apa 
yang telah menjadi kewajibannya sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja, 
maka Pengusaha/PG. Tasikmadu dapat dimintai pertanggung jawaban dari 
perbuatannya yang berdasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum sesuai yang diatur 
dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Akibat dari kesalahan-kesalahan tersebut yang 
didasarkan atas Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan baik oleh Pekerja maupun 
Pengusaha/PG. Tasikmadu, dan juga bila perselisihan yang terjadi akibat kesalahan 
tersebut tidak dapat diselesaikan secara Musyawarah, Mediasi, maupun Konsiliasi 
maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian ke 
Pengadilan Hubungan Industrial. 
Sedangkan, dalam hal kesalahan yang berdasarkan atas Perbuatan Melawan 
Hukum yang mungkin dilakukan oleh Pekerja, misalnya seperti Pekerja yang 
melakukan tindakan pencurian di lingkungan kerja PG. Tasikmadu, Pekerja yang 
melakukan penipuan yang mengatasnamakan PG. Tasikmadu, dan perbuatan lain 
yang dianggap dapat merugikan serta merusak citra baik Pengusaha/PG. 
Tasikmadu. Disisi lain, perbuatan melawan hukum juga mungkin dilakukan oleh 
pihak Pengusaha/PG. Tasikmadu, misalnya seperti Pengusaha/PG. Tasikmadu 
tidak memberikan gaji/upah yang layak sesuai ketentuan undang-undang, 
Pengusaha/PG. Tasikmadu mempekerjakan pekerja untuk melakukan pekerjaan 
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yang melawan hukum/ketentuan undang-undang, atau melakukan eksploitasi 
kepada pekerja yang mana hal ini sangat merugikan pihak pekerja karena adanya 
hak-hak meeka yang tidak dipenuhi. Atas dasar kesalahan-kesalahan yang telah 
dijelaskan tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum, maka baik pihak 
Pekerja maupun Pengusaha yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan 
ganti kerugian ke Pengadilan Hubungan Industrial dan bagi pihak yang telah 
terbukti melakukan kesalahan wajib untuk mengganti kerugian sesuai dengan apa 




Pertama, pada awalnya para calon pekerja waib untuk memenuhi dan melengkapi 
ketentuan dan persyaratan administrasi yang telah ditentukan oleh pihak PG. 
Tasikmadu. Kemudian setelah semua syarat dan ketentuan telah dipenuhi calon 
pekerja akan masuk dalam tahap tes interview/wawancara dan juga tahap masa uji 
coba kerja/training. Apabila calon pekerja yang bersangkutan dinyatakan telah 
lolos dari serangkaian tes pada tahap sebelumnya, maka selanjutnya pekerja akan 
dihadapkan pada pembuatan perjanjian kerja/kontak kerja yang sebelumnya telah 
dibuat oleh pihak PG. Tasikmadu untuk kemudian disepakati dan ditanda tangani 
bersama oleh pihak Pekerja dan pihak Pengusaha/PG. Tasikmadu. 
Kedua, pihak Pekerja dan pihak Pengusaha/PG. Tasikmadu, keduanya adalah 
subyek hukum yang mengadakan suatu perjanjian yaitu perjanjian kerja waktu 
tertentu (PKWT). Kemudian akibat dari kesepakatan antara Pekerja dan 
Pengusaha/PG. Tasikmadu akan muncul suatu hubungan hukum yang mana dalam 
hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak 
yang satu maupun pihak yang lain. Kewajiban yang diemban oleh Pekerja 
merupakan Hak yang akan diterima oleh Pengusaha/ PG. Tasikmadu. Sedangkan, 
Kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pengusaha/ PG. Tasikmadu adalah Hak yang 
sepantasnya diterima bagi Pekerja. Oleh karena itu bila terdapat suatu kewajiban 
maupun hak yang tidak dijalankan dengan baik oleh pihak Pekerja maupun pihak 
Pengusaha/PG. Tasikmadu, maka akan muncul pertanggung jawaban yang harus 
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dilakukan oleh pihak yang tidak melaksanakan apa yang telah menjadi 
kewajibannya, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja. 
Ketiga, mengenai perselisihan yang muncul diantara Pekerja dengan 
Pengusaha yang dalam hal ini adalah PG. Tasikmadu, dapat diselesaikan dengan 
beberapa upaya antara yaitu Musyawarah secara Bipartit, Mediasi, maupun 
Konsiliasi. Kemudian melalui jalur Litigasi yaitu melalui Arbitrase ataupun melalui 
Peradilan Hubungan Industrial. Akan tetapi, wajib terlebih dahulu untuk 
diupayakan melalui musyawarah secara bipartit sesuai dengan apa yang tercantum 
dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang 
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Apabila musyawarah tersebut tetap 
gagal, para pihak dapat melakukan upaya mediasi maupun konsiliasi. Jika langkah-
langkah yang merupakan upaya Non-Litigasi tersebut tetap tidak menghasilkan 
suatu kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan arbitrase 
ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk melakukan upaya Arbitrase, 
atau dapat mengajukan gugatan ke Penagilan Hubungan Industrial untuk 
diselesaikan melalui Persidangan Peradilan Hubungan Industrial. 
Kesalahan/Pelanggaran yang didasarkan atas Perbuatan Wanprestasi, baik 
yang dilakukan oleh pihak Pekerja ataupun oleh pihak Pengusaha/ PG. Tasikmadu, 
maka berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata bagi pihak yang merasa dirugikan 
dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Hubungan Industrial bilamana 
upaya Non-Litigasi tidak membuahkan hasil dan selanjutnya pihak yang terbukti 
melakukan kesalahan yang didasarkan atas Perbuatan Wanprestasi diwajibkan 
mengganti kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.  
Sedangkan, dalam hal Kesalahan/Pelanggaran yang didasarkan atas 
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pekerja maupun Pengusaha/PG. 
Tasikmadu, maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata bagi pihak yang merasa 
dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi ke Pengadilan Hubungan Industrial 
dan bagi pihak yang telah terbukti melakukan kesalahan yang didasarkan atas 
Perbuatan Melawan Hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang 





Dalam hal surat perjanjian kerja yang dibuat oleh Pengusaha/PG. Tasikmadu, 
sebaiknya mencantumkan rincian mengenai rincian penerimaan gaji atau upah, baik 
gaji/upah yang telah diperjanjikan maupun gaji/upah lembur, serta mencantumkan 
rincian Santunan dan Jaminan Sosial kepada pekerja. Kemudian pihak Pengusaha/ 
PG. Tasikmadu hendaknya juga memberikan ketentuan ganti rugi bagi pekerja 
yang dengan sengaja dan tanpa sebab berhenti bekerja sebelum masa kontrak yang 
diperjanjikan selesai. Hal tersebut diperlukan agar terciptanya keteraturan dan 
ketertiban dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diperjanjikan. 
Dalam hal ini Pekerja yang akan mengadakan perjanjian kerja musiman atau 
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), diharapkan untuk dapat memahami dan 
membaca secara keseluruhan terlebih dulu mengenai isi dan ketentuan-ketentuan 
pada surat perjanjian kerja yang dibuat oleh pihak Pengusaha yang dalam 
perjanjian ini adalah PG. Tasikmadu, yang mana perjanjian kerja ini merupakan 
dasar/pedoman dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut. Karena, jika pekerja 
telah menyepakati suatu perjanjian kerja, maka sudah menjadi kewajiban pekerja 
tersebut untuk melaksanakan isi dari perjanjian itu, yang meliputi hak dan 
kewajiban yang harus dipenuhi akibat dari disepakatinya perjanjian. Hak dan 
kewajiban tersebut dipenuhi melalui pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan apa ang 
telah diperjanjikan. 
Bagi masyarakat umum yang ingin mengadakan perjanjian kerja, khususunya 
perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) sebaiknya terlebih dahulu mencari 
informasi mengenai bidang kerja yang akan dilamar dan ditawarkan oleh pihak 
pengusaha, juga perlu terlebih dahulu mengetahui mekanisme proses perjanjian 
kerja waktu tertentu agar ketika melaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu tidak 
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